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ABSTRACT

The policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang is the
background for this research. Problems that arise: How is the implementation of the policy or
preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? What are the policy actors
for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang? The aim of the research
is to analyze the content of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of
Semarang and to analyze the policy factors for the revitalization of the Old City of Semarang.
Efforts to answer the problems and objectives of the research were carried out using Donald Van
Meter and Van Horn's theory of public policy implementation to see whether or not the
implementation of the policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang
was effective. To see the factors that influence policy, researchers used George Edward's theory
which consists of 4 variables What was observed were communication, resources, disposition and
bureaucratic structure. This research used descriptive qualitative methods. The object of the
research is the policy for preserving cultural heritage buildings in the Semarang Old City area.
The results of the research show that the Semarang City Regional Government has implemented
the contents of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Preservation of Semarang Old
City cultural heritage buildings in which the Semarang City Government and the stakeholders
involved have implemented the Protection, Development and Utilization of the Old City Area well.
Apart from that, the actors involved in this policy are members of BPK2L, the Culture and Tourism
Service, PUPR Director General of Human Settlements, the Transportation Service, the Civil
Service Police Unit, and the Spatial Planning Service. Supporting factors for implementing the
policy for preserving cultural heritage buildings in the Old City of Semarang include good
communication with the community and between stakeholders. Based on its resources, there are
still many individual buildings that are difficult to preserve. It is hoped that the Semarang City
Government can review the lists of cultural heritage buildings in the Old City of Semarang so that
they can be arranged neatly, cleanly and orderly. So that it is not only cultural heritage buildings
that are of interest to many tourists.
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PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi di Kawasan Kota Lama Semarang.
intervensi pemerintah  menyelesaikan Intervensi pemerintah ini adalah proses
masalah-masalah publik dalam berbagai menghidupkan kembali suatu daerah yang
aspek kehidupan. Dalam hal ini kebijakan sebelumnya kurang terpelihara.

yang pemerintah lakukan dalam bentuk
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Yang mana bahwa dalam rangka
menghidupkan dan memfungsikan kembali
kawasan Kota Lama Semarang dan untuk
melindungi bangunan- bangunan kuno yang
ada pada kawasan tersebut, serta
meningkatkan kualitas tatanan lingkungan
kawasan yang selaras, serasi dan seimbang,
perlu mengarahkan segala bentuk kegiatan
pembangunan pada kawasan Kota Lama
Semarang. Sudah ada peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan
intervensi yang dilakukan oleh pemerintah
kota semarang, hal itu seperti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003
tentang Rencana Bangunan dan Lingkungan
Kawasan Kota Lama.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung perlu disusun Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan untuk
mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas
bangunan gedung dan lingkungan yang
berkelanjutan. Yang mana bangunan-
bangunan tersebut telah dilindungi oleh
pemerintah Kota Semarang, dirawat serta
dilestarikan karena merupakan salah satu
peninggalan sejarah yang ada di Kawasan
Kota Lama Semarang. Namun kenyataanya
terdapat juga beberapa gedung yang ada di
Kawasan Kota Lama yang bisa dikatakan
kurang terawat dan tidak dilestarikan. Hal ini
berarti kebijakan publik pemerintah daerah
yang tertuang pada Peraturan Daerah No 2
tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa
Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar
budaya yang menjadi warisan sejarah
pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki
nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan

dan budaya yang tinggi serta memiliki
potensi ekonomi dan pariwisata, belum dapat
dilaksanakan sesui dengan isi peraturan
daerah tersebut.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan
pelestarian bangunan cagar budaya
pada Peraturan Daerah No 2 tahun
2020 untuk pengembangan dan
penataan Kawasan Kota Lama
Semarang?

2. Bagaimana  faktor-faktor  yang
mempengaruhi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya Kawasan
Kota Lama Semarang?

Tujuan Penelitian
1. Menganalisa pelaksanaan kebijakan
pelestarian bangunan cagar budaya
pada Peraturan Daerah No 2 tahun
2020 untuk pengembangan dan
penataan Kawasan Kota Lama
Semarang.
2. Menganalisa  faktor-faktor  yang
mempengaruhi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya Kawasan
Kota Lama Semarang.
Administrasi Publik

Menurut  Prajudi  Atmosudirdjo
(1997),  Administrasi  publik  adalah
administrasi dari negara sebagai organisasi,
dan administrasi yang mengejar tercapainya
tujuan- tujuan yang bersifat kenegaraan.
Menurut Dr. H. Amin lbrahim (2008),
Administrasi publik adalah seluruh upaya
penyelenggaraan pemerintah yang meliputi
kegiatan ~ manajemen  pemerintah  (
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap pembangunan )
dengan sebuah mekanisme Kkerja serta
dukungan sumber daya manusia. Menurut
John M. Pfiffner (1960), Administrasi Publik
adalah upaya pelaksanaan kebijakan negara,
dimana pelaksanaan kebijakan tersebut sudah
ditetapkan oleh badan perwakilan politik
yang mewakili masyarakat.



Paradigma Administrasi Publik
Paradigma yang muncul merupakan
sudut pandang ahli tentang peranan dan
tantangan ~ Administrasi  Publik  dalam
menjawab masalah yang muncul. Walaupun
selalu muncul perdebatan dalam sebuah
paradigma akan tetapi secara umum para ahli
menilai ada empat perkembangan paradigma
administrasi  publik. Dalam  beberapa
literature Administrasi Publik dari dalam
maupun luar negeri secara umum terdapat
tiga paradigma yang berkembang dalam
Administrasi  publik yaitu: Old Public
Administration  (OPA), New  Public
Management (NPM), New Public Services
(NPS),Good Governance.
Kebijakan Publik
Menurut Thomas R Dye sebagaimana
dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai “is whatever
government choose to do or not to do
(apapaun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
Kebijakan publik adalah apa yang tidak
dilakukan maupun yang dilakukan oleh
pemerintah. Pengertian yang diberikan
Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup
yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang
hanya terfokus pada negara sebagai pokok
kajian.
Implementasi Kebijakan Publik
Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengemukakan bahwa implementasi berarti
pelaksanaan  atau penerapan. Kata
implementasi biasanya dikaitkan dengan
suatu kegiatan yang lakukan agar dapat
mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga
sering disebut sebagai suatu proses rangkaian
suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah
sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan
yang terdiri atas pengambilan keputusan.
a. Teori Implementasi Kebijakan
Sabatier dan Mazmanian
Sabatier dan Mazmanian (1979)
mengembangkan model kontrol efektif dan

pencapaian. Menurutnya pendekatan
tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat
membantu untuk memahami proses dalam
pembuatan kebijakan karena pendekatan ini
membagi suatu proses menjadi serangkaian
bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh
sebab itu, dari sudut pandang ini dalam
implementasi dan pembuatan kebijakan
menjadi satu proses yang sama.
b. Teori Implementasi Kebijakan Van
Meter dan Van Horn
Van Meter and Van Horn (1975),
mendefinisikan implementasi
kebijakan, merupakan tindakan yang
digunakan  baik individu atau
kelompok- kelompok pejabat
pemerintah  atau  swasta, yang
diarahkan agar dapat tercapainya suatu
tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan  kebijakan.  Pandangan
keduanya mengandaikan bahwa suatu
implementasi kebijakan berjalan secara

linier  dari kebijakan publik,
implementor dan kinerja kebijakan.
c. Teori Implementsi Kebijakan
Menurut Edwards 111
Model Edwards Il (1980)
mempertimbangkan empat faktor kritis
atau variabel di dalam
mengimplementasikan kebijakan

publik, vyaitu: faktor-faktor internal
organisasi ini berpengaruh secara
langsung terhadap implementasi, tetapi
juga saling tergantung satu dengan
yang lainnya. Edward menilai bahwa
masalah utama administrasi publik

rendahnya perhatian terhadap
implementasi. Secara tegas dikatakan
bahwa “without effective

implementation the decision  of
policymakers will not bee carried out
successfully”.



METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif, sehingga desain penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif. Upaya dari penelitian deskriptif ini
adalah mendeskripsikan, mencatat,
menganalisa  dan  menginterpretasikan
kondisi-kondisi yang saat ini terjadi
(Pasolong, 2012:75). Desain ini digunakan
oleh peneliti untuk mendeskripsikan analisis
kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya
Kota Lama Semarang.

Pemilihan  suatu  lokasi  harus
memenuhi beberapa syarat. Situs atau lokasi
harus sesuai dengan substansi penelitian,
karena lokasi dapat memberikan substansi
permasalahan penelitian yang diteliti. Situs
atau lokasi harus memberikan data yang
cukup sehubungan dengan permasalahan
mengenai Implementasi Kebijakan Kota
Lama Semarang. Adapun lokasi dari
penelitian ini adalah Kawasan Kota Lama
Semarang Yyaitu tentang bangunan-bangunan
cagar budaya yang berada dikawasan
tersebut. Situs penelitian yaitu seperti gedung
Lyiod, gedung GBKI, gedung PELNI,
gedung BPIB, gedung Oudetrap dan gedung
MARBA.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan

Pelestarian  Bangunan  Cagar
Budaya Kawasan Kota Lama
Semarang

Implementasi kebijakan
Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2020
Kota Semarang tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Situs
Kota Lama Semarang guna menjaga
cagar budaya mewujudkan,
menumbuhkan, mengembangkan,
serta meningkatkan kesadaran dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah
Kota Semarang dan Masyarakat

untuk bersama-sama melaksanakan
hak  kewajibannya  merupakan
jawaban permasalahannya. Kebijakan
ini  telah menghasilkan banyak
perubahan bangunan.

Berdasarkan data observasi
yang dilakukan peneliti, terdapat
kurang lebih 40 bangunan-bangunan
cagar budaya yang sudah disulap
serta dilestarikan dengan baik.
Bangunan yang awalnya kumuh
menjadi  bangunan megah dan
mewah. Kementerian PUPR
memberikan anggaran sekitar 30
Milyar rupiah untuk revitalisasi
bangunan-bangunan cagar budaya di
Kawasan Kota Lama Semarang.
Salah satu contoh bangunan cagar
budaya yang telah dilestarikan dan
dikembangkan diantaranya yaitu
Gedung H. Spiegel yang merupakan
bangunan cagar budaya yaitu gedung
peninggalan zaman kolonial Belanda
yang menjual mulai dari pakaian dari
merk-merk ternama hingga dekorasi
rumah seperti lampu minyak buatan
Amerika.Gedung yang terletak di Jl.
Letjend Soeprapto no. 34, Kota Lama
Semarang sudah diubah menjadi
Spiegel Bar & Bistro. Fungsinya
berubah dari sebuah toko serba ada,
lalu menjadi gudang, dan Kini
menjadi tempat makan.Namun,tidak
semua bangunan cagar budaya dapat
menjadi  bangunan megah dan
berguna. Keberhasilan implementasi
kebijakan pelestarian bangunan cagar
budaya Kota Lama Semarang
menurut pandangan teori Donald Van
meter dan Van Horn (1975) yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan
berdasarkan Kebijakan perda

No 2 Tahun 2020 telah

memuat permasalahan terkait

pelestarian bangunan cagar
budaya.Hal ini



dibuktikan pada Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2020
pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “
Cagar Budaya adalah warisan
budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat
dan/atau di air yang perlu
dilestarikan  keberadaannya
karena memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan,
agama, dan/atau kebudayaan
melalui  proses penetapan.
Berdasarkan hasil temuan
penelitian,bahwa  Peraturan
Daerah No 8 Tahun 2003
yang  diperbaharui  pada
kebijakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2020 jelas sasaran
tujuannya yaitu untuk

mengatur keseluruhan
aktivitas Kota Lama termasuk
pelestarian bangunan-

bangunan cagar budaya Kota
Lama Semarang.

. Sumber Daya. Berdasarkan
hasil temuan penelitian bahwa
sumber daya finansial untuk
kebijakan pelestarian
bangunan-bangunna  cagar
budaya yaitu dijelaskan pada
anggaran tahap 1 yaitu sekitar
70 Milyar rupiah.Anggaran
tersebut digunakan untuk
PUPR yang dimana
bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Semarang
sehingga tidak hanya APBN
saja melainkan anggaran juga
bersumber dari APBD Kota
Semarang.

C.

Komunikasi. Komunikasi
dikatakan sudah baik hal ini
dibuktikan dengan

Pemerintah Kota Semarang
yang melakukan sosialisasi.
Dinas  Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang
melakukan sosialisasi terkait
pelestarian bangunan cagar
budaya bahwa bangunan Kota
Lama Semarang itu
memerlukan perizinan apabila
ingin dipakai untuk aktivitas
internal.Dalam hal ini,BPK2L
yang mengatur perlindungan
serta pelestarian bangunan-
bangunan cagar budaya.
Karakteristik Organisasi
Pelaksana. BPK2L
merupakan  badan  yang
bertanggung jawab langsung
oleh  walikota  Semarang
dalam merevitalisasi kawasan
Kota Lama Semarang.
Pemerintah Kota Semarang
itu berusaha mencari solusi
agar tidak kumuh. BPK2L itu
berusaha melindungi
bangunan-bangunan  cagar
budaya Kota Lama Semarang.
Dinas  Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang
berusaha mencari cara agar
pelestarian bangunan cagar
budaya Kota Lama Semarang
tidak merusak cagar
budayanya,oleh  sebab itu
dibantu olen BPK2L untuk
mencarikan investor-investor
untuk menyewa serta
memperbaiki bangunan-
bnagunan cagar budaya Kota
Lama Semarang.



e. Lingkungan sosial, ekonomi
dan politik. Kebijakan
pelestarian bangunan-
bangunan cagar budaya Kota
Lama Semarang dipengaruhi
oleh anggaran atau
ketersedian  sumber daya
ekonomi.Anggaran untuk
kebijakan pelestarian
bangunan-bangunan  cagar
budaya sekitar 70 Milyar
rupiah  digunakan  untuk
infrastruktur dan melestarikan
bangunan-bangunan.

f. Disposisi implementor. Sikap
implementor terhadap
kebijakan pelestarian
bangunan-bangunan  cagar
budaya Kota Lama Semarang
sudah tepat.Terkait dimana
penataan tugas dan aparatur
telah sesuai dengan kapasitas
dan kapabilitas. Disposisi
sudah tepat  dikarenakan
Dinas  Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang
dan BPK2L bekerjasama
menyelesaikan permasalahan
pelestarian bangunan-
bangunan cagar budaya Kota
Lama Semarang.

2. Analisis Hasil Faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya Kota Lama

Semarang
a. Komunikasi antara
Pemerintah, masyarakat

sekitar dan Pelaku Usaha
(Swasta). Bentuk komunikasi
yang dilakukan oleh
pemerintah  dibantu  oleh
relawan yang ditujukan ke
masyarakat  sekitar  yaitu
dengan memberikan edukasi
kepada warga sekitar

mengenai pentingnya
melestarikan lingkungan dan
bangunan. Edukasi dilakukan
kepada pedagang dipasar
yang sedang berjualan ikan
segar  misalnya,  bahwa
pembuangan kotoran limbah
ikan itu sangat berdampak
buruk dengan keberadaan
cagar  budaya  disekitar
kawasan tersebut. Edukasi
juga dilakukan kepada PKL di
Kawasan Kota Lama
Semarang agar tidak berjualan
di area tempat umum karena
bisa mengganggu ketertiban.
Komunikasi juga dilakukan
antar pemilik usaha dengan
lembaga pemerintah
mengenai perubahan bentuk
bangunan pun juga dilakukan
dengan baik agar masih sesuai
dengan kaidah pelestarian
cagar budaya. Namun
komunikasi dalam bentuk
sosialisasi yang dilakukan
oleh pemerintah bisa
dikatakan belum
membuahkan  hasil  yang
maksimal karena belum bisa
menggugah kesadaran
masyarakat secara
menyelurah, masih banyak
masyarakat sekitar maupun
pelaku usaha sekitar kurang

memahami program
Revitalisasi Kota Lama
Semarang.

SDM dan infrastruktur yang
tersedia. Sumber  Daya
Manusia dan Infrastruktur
dalam pelaksanaan
revitalisasi Kota  Lama
Semarang sangatlah penting.
Dimana



hal inilah yang akan
membawa dampak ketika
revitalisasi tersebut
dijalankan, mulai dari kinerja
stafnya, persediaan bahan
bangunan atau infrastruktur
yang menunjang keberhasilan
pembangunan. Dalam
pelaksanaan program
revitalisasi di Kawasan Kota
Lama Semarang melibatkan
beberapa staf yang
diperlukan, yaitu dari
Kementrian PUPR Dirjen
Cipta Karya Balai.

Disposisi yang Tepat Sasaran.
Disposisi yang tepat sasaran
dalam pelestarian revitalisasi
Kota Lama, dimana penataan
tugas dari aparatur
pemerintahan yang telah
sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan, serta
keahliannya sehingga
pekerjaan dalam revitalisasi
tak  banyak  mengalami
kendala. Ada tiga pihak utama
yang berperan penting dalam
proses terlaksananya program
revitalisasi kota lama
semarang Yyaitu Dinas PUPR,
Sekjen Cipta Karya, Dinas
Pariwisata Kota Semarang
dan BPK2L. Berdasarkan
indikator keberhasilan
penataan, khususnya penataan
aparatur pemerintahan, yang
mengacu pada pengangkatan
dan pengangkatan kader di
aparatur pemerintahan sesuai
dengan kapasitas dan
kemampuan serta
keahliannya.  Implementasi
kebijakan revitalisasi dinilai
memiliki Kinerja pegawai

yang konsisten dan
optimalisasi potensinya
dengan baik. Mereka bekerja
sama dengan baik untuk dapat
menyelesaikan program
revitalisasi yang mencakup
pelestarian bangunan cagar
budaya yang telah dikerjakan.
d. Struktur Birokrasi. Struktur
birokrasi dengan standar
minimal yang dipersyaratkan
telah beroperasi dengan baik,
serta besarnya dukungan yang
diberikan oleh masyarakat
sekitar kawasan Kota Lama
dalam ikut mencanangkan
agenda  pariwisata  yang
diselenggarakan Kota
Semarang, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata. Keberadaan
BPK2L sebagai lembaga non
struktural yang dibentuk
secara Khusus untuk
mengelola Kawasan Kota
Lama Semarang yang
bertanggung jawab langsung
kepada walikota bersifat
sebagai lembaga koordinatif
dan  bekerjasama dengan
instansi  pemerintah terkait
(Kementrian PUPR Dirjen
Cipta Karya dan Dinas
Pariwisata) kepengurusan
BPK2L melibatkan
pemerintah baik pusat
maupun daerah.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan analisis
penelitian pada bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan
pelestarian bangunan cagar budaya
kota Lama Semarang belum efektif
karena dari keenan faktor menurut
teori Van Meter dan Van Horn



yang paling berpengaruh dalam
implementasi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya. Keenam
faktor tersebut yaitu sasaran dan
kebijakan, sumber daya, karakteristik
organisasi pelaksanaan, komunikasi
dan disposisi implementor sehingga
kebijakan pelestarian bangunan cagar
budaya kawasan Kota Lama
Semarang belum berjalan
maksimal.Standar ~ dan  sasaran
kebijakan Perda No 2 Tahun 2020
sangat jelas akan tujuan sasarannya
yaitu salah satunya bertujuan untuk
melestarikan bangunan-bangunan
cagar budaya Kota Lama Semarang.
Sumber Daya Manusia dan Non
manusia seperti anggaran
berpengaruh  terhadap  kebijakan
Pelestarian Bangunan Cagar Budaya
Kota Lama Semarang.Anggaran
APBN 70 Milyar digunakan untuk
infrastruktur dan pelestarian
bangunan-bangunan cagar budaya
Kota Lama Semarang.

Komunikasi pada kebijakan
pelestarian bangunan-bangunan cagar
budaya Kota Lama
Semarang.Komunikasi antar

stakeholder juga terjalin dengan
baik.Pemeirntah Kota Semarang telah
mensosialiasikan kebijakan
pelestarian bangunan-bangunan cagar
budaya Kota Lama Semarang
Kebijakan pelestarian  bangunan
cagar budaya Kota Lama Semarang
mempengarusi kondisi sosial.Dengan
adanya pelestarian bangunan-
bangunan yang awalnya kumuh dan
dijadikan sebagali tempat
gelandangan,sekarang setelah
bangunan-bangunan cagar budaya

terlestarikan,dilindungi,dimanafaatka
n,dan dikembangkan dengan baik
menjadi bangunan yang megah dan
mewah,sudah tidak ada
gelandangan.Selain itu kriminalitas
juga berkurang melihat banyak lampu
dan keamanan yang dipasang 24
jam.Berbicara masalah
ekonomi,ketersediaan sumber daya
ekonomi  berpengaruh  terhadap
implementasi kebijakan Pelestarian
Bangunan Cagar Budaya Kota Lama
Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya berdasarkan
teori Edward Il yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur
birokrasi, sehingga hal inilah yang
berpengaruh terhadap pelestarian
bangunan cagar budaya Kota Lama
Semarang, Faktor pendukung
implementasi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya Kota Lama
Semarang diantaranya yaitu
komunikasi yang terjalan dengan baik
kepada ~masyarakat dan antar
stakeholder.Hal ini  dibuktikan
dengan adanya rapat dan sosialisasi
melalui sosial media.Selain
itu,sumber daya non manusia atau
anggaran juga berpengaruh tehadap
implementasi kebijakan pelestarian
bangunan cagar budaya Kota Lama
Semarang sehingga pembangunan
infrastruktur dan pelestarian
bangunan dapat selesai pada tahun
2019. Faktor penghambat terletak
pada sumber daya nya,masih banyak
kepemilikan bangunan yang milik
individu yang sulit dilestarikan.



SARAN
1. Diharapkan Pemerintah Kota

Semarang dalam  melaksanakan
implementasi kebijakan Kkhususnya
dalam pelestarian bangunan cagar
budaya harusnya sesuai dengan isi
Peraturan daerah No 2 tahun 2020 dan
merawat serta melestarika bangunan-
bangunan yang menjadi cagar budaya
di kawasan Kota Lama Semarang.

. Agar bangunan-bangunan di sekitar
kawasan Kota Lama Semarang
terjaga baik pemilik gedung atau
pemilik bangunan dan melibatkan
para pelaku usaha untuk melakukan
kerjasama dengan Pemerintah Kota
Semarang dalam melakukan renovasi
bangunan miliknya masing-masing
agar gedung-gedung tersebut terjaga
dan tidak menjadi kumuh kembali.
Diharapkan Pemerintah Kota
Semarang dapat melihat kembali
daftar-daftar bangunan cagar budaya
Kota Lama Semarang agar dapat
disusun dengan rapi bersih dan
tertib.Sehingga tidak hanya bangunan
cagar budaya yang diminati banyak
wisatawan saja.

4. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota

Semarang bisa mengatasi faktor-
faktor yang mempengaruhi
terlaksananya implementasi
kebijakan dalam pelestarian
bangunan cagar budaya di kawasan
Kota Lama Semarang. Sebab apabila
faktor-faktor tidak segera dicari solusi
dikhawatirkan ~ bangunan  cagar
budaya yang telah dirawat dan
dilestarikan dapat dirusak oleh
masyarakat ~umum.  Diharapkan
Pemerintah Kota Semarang tidak
melewatkan bangunan-bangunan
cagar budaya Kota Lama Semarang
yang berada di jalan Mpu Tantular
yaitu gedung Jakarta Llyod,gedung
GBKIl,dan PT.Pelni yang terlihat
kumuh. Berbeda sekali dengan
bangunan-bangunan cagar budaya
Kota Lama Semarang di jl.Letjend
Suprapto yang terlestarikan dan
megah. Anggaran kebijakan dapat
digunakan sebagai penyempurnaan
pelestarian bangunan cagar budaya
Kota Lama Semarang agar semua
bangunan cagar budaya Kota Lama
Semarang merata pelestariannya.
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